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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  PT. Angkasa Pura II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak di bidang kebandarudaraan untuk mendukung 

perekonomian nasional dalam sektor transportasi udara yang berdampak bagi 

masyarakat. 

  PT. Angkasa Pura II merupakan Bandar Udara dengan konektivitas 

tinggi ke banyak kota atau negara dan mempergunakan teknologi modern 

yang terintegrasi dalam operasional Bandar Udara dan peningkatan pelayanan 

penumpang. Dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan sebagai 

prioritas utama, menyediakan infrastruktur dan layanan kelas dunia untuk 

mendukung perkembangan ekonomi Indonesia melalui konektivitas antar 

daerah maupun Negara.1 Hal ini terlihat di dalam kegiatan kebandarudaraan 

di setiap cabang PT. Angkasa Pura II, termasuk Bandar Udara Internasional 

Minangkabau di Padang Sumatera Barat yang merupakan salah satu cabang 

Bandar Udara dalam kewenangan PT. Angkasa Pura II yang merupakan pintu 

gerbang Sumatera Barat, baik dalam perspektif ekonomi berupa barang dan 

jasa, maupun perspektif sosial kemasyarakatan pergerakan manusia dari dan 

ke Sumatera Barat. 

  Bandar Udara Internasional Minangkabau dioperasikan pada bulan 

Juli tahun 2005 yang sudah dilengkapi standar Internasional berupa toilet, rest 

area, kids zone, free internet, media informasi dan banyak lagi dalam standar  

                                                           
1 Angkasa Pura II, 2005, Visi Misi, http://www.angkasapura2.co.id/id/tentang/visi-misi, 

diakses pada tanggal 29 November 2018 
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yang ditetapkan oleh Internasional Civil Aviation Organization (ICAO). Di 

dalam perkembangannya, Bandar udara Internasional Minangkabau sebagai 

salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berfungsi sebagai bisnis 

kebandarudaraan yang merupakan fasilitas publik berupa pelayanan 

transportasi udara. Peran serta Bandar Udara Internasional Minangkabau 

terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan bisa terlihat di dalam program 

kemitraan dan bantuan sosial kemasyarakatan.  Hal ini terlihat dengan adanya 

Unit kerja Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). 

  Dalam PKBL perusahaan meluncurkan program dana bergulir dan 

bina lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keuntungan timbal 

balik kepada lingkungan masyarakat. Kegiatan PKBL diawali dari penetapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan 

Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan 

Perusahaan Perseroan (Persero). 

  Dalam perkembangan selanjutnya melalui Peraturan Menteri BUMN 

Nomor PER-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf c tentang Program 

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, diatur 

kegiatan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli yang dananya 

dialokasikan sebesar 30% dari dana tersedia Program Bina Lingkungan. 

  Program PKBL yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II (persero) 

cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang, adalah kegiatan 

pemberian dana bergulir dan bantuan sosial dalam bentuk pinjaman kepada 

masyarakat yang bergerak dibidang usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) yang menjadi mitra binaan di wilayah kerja PT. Angkasa Pura II 
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(Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau selaku pembina 

untuk meningkatkan produksi dan penjualan serta yang bersifat hibah untuk 

membantu pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-

hal yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk 

pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan. 

  Salah satu bantuan dana bergulir untuk pinjaman modal kerja yang 

diberikan oleh PT. Angkasa Pura II (persero) cabang Bandar Udara 

Internasional Minangkabau bagi UMKM, yang diberikan kepada Miftah 

Salon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dituangkan 

dalam surat perjanjian pinjaman modal kerja Nomor: 05.07/06/05/2014-012 

pada Tanggal 14 Mei 2014. Dalam perjanjian itu, sebagai jaminan dalam 

surat perjanjian adalah berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). 

Namun dalam hal ini jaminan tersebut tidak didaftarkan pada kantor 

pendaftaran jaminan fidusia, sedangkan di dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa 

"Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". 

  Dalam surat perjanjian yang disepakati, pembayaran angsuran 

sebanyak 31 kali. Pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.635.000.- (satu juta 

enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah jasa administrasi pinjaman 

sebesar 6% pertahun dari pinjaman (flat). Angsuran pertama mulai tanggal 1 

Juni 2014 dan angsuran terakhir 1 Mei 2016. Namun pada angsuran bulan ke 

16 yaitu bulan September 2017 sampai saat ini, pihak Miftah Salon tidak 

melakukan kewajibannya membayar angsuran kepada PT. Angkasa Pura II 

(persero) cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang. Sehingga 
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pihak PT. Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau 

mengalami kerugian.  

  Langkah-langkah penyelesaian pinjaman dana bergulir berupa 

penawaran addendum waktu dan nilai pengembalian pinjaman sudah 

dilakukan, akan tetapi semua program yang di tawarkan tidak satupun di 

tanggapi oleh pihak Miftah Salon. Dari sisi lain benda jaminan yang dijadikan 

jaminan fidusia berupa BPKB yang disertakan didalam perjanjian ini, 

mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya, hal ini dikarenakan 

benda jaminan tersebut tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan 

fidusia.  

  Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalamPasal 29 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang 

menyatakan bahwa: 

1) Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 

ayat (2) oleh penerima fidusia; 

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia aras kekuasaan 

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.  

 

Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai 

pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di 

lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II 

(persero) cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang tidak 

mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Maka dengan melihat permasalahan yang timbul penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “BENDA JAMINAN YANG TIDAK 

DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA 

DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN 

MODAL KERJA ANTARA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) 

CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU 

DENGAN MIFTAH SALON PADANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan rumusan masalah: 

1. Apakah alasan penerima jaminan fidusia tidak mendaftarkan akta 

pembebanan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II 

(Persero) cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam  

perjanjian pinjaman modal kerja dengan Miftah Salon Padang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui alasan penerima jaminan fidusia tidak mendaftarkan 

akta pembebanan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan 

fidusia. 

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Angkasa 

Pura II (Persero) cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam  

perjanjian pinjaman modal kerja dengan Miftah Salon Padang. 

D. Metode Penelitian 

Utuk melakukan penelitian penulis melakukan metode penelitian sebagai 

berikut: 
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1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis 

(socio legal research) yaitu penelitian yang menitik beratkan penelitian 

di lapangan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga 

dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.2Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari  2 orang 

karayawan PT. Angkasa Pura II (persero) cabang Bandar udara 

internasional Minangkabau Padang bagian Program Kemitraan Bina 

Lingkungan (PKBL) yaitu Ibu Sari Rahayu Firdaus dan Bapak 

Dasrizal. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari bahan 

kepustakaan, yang terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia.  

                                                           
2Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106. 
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c) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata 

Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan 

(perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan 

Perseroan (persero). 

d) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 

tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil 

Dan Program Bina Lingkungan. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian 

ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, 

karya ilmiah dan data dari PT. Angkasa Pura II. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk memperoleh 

informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada 

responden. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, 

maksudnya sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu 

membuat daftar pertanyaan kemudian dapat dikembangkan pada saat 

melakukan wawancara.  

b. Studi dokumen  

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mempelajari bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-

undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan data yang ada pada PT. 

Angkasa pura II cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau 
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Padang yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang 

diteliti. 

4. Analisis Data  

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis 

kualitatif, yaitu dengan mengelompokan data  menurut aspek-aspek yang 

diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk 

kalimat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA


